Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian
= Kementerian Pertanian

ALUR PENGAJUAN

KEBERATAN PERMOHONAN

INFORMASI PUBLIK
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{ Atasan PPID  memberikan
i keputusan / tanggapan paling
I lambat 30 hari kerja setelah
! diterimannya keberatan secara
| tertulis
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Pemohon informasi publik
mengajukan keberatan ke
atasan pejabat pengelola
informasi dan dokumentasi
(PPID)
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] V\ Jika pengaju sengketa puas |

O 2 atas putusan atasan PPID, |

\><i/ v g sengketa selesai i
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Jika pengaju sengketa tidak
puas dengan putusan atasan
PPID, sengketa dapat di
lanjutkan melalui komisi
informasi. pengajuan sengketa
ke komusi informasi selambat-
lambatnya dilakukan 14 hari
kerja sejak diterimanya
keputusan i tanggapan
tertulis dari atasan PPID

Profesional
Daya Saing
Wirausaha
hitp:/fbppsdmp. pertanian.go.id



Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian
- Kementerian Pertanian

Lengkap
Pemohon Petugas melakukan Petugas mencatat
pemeriksaan dalam buku register

penyelesaian sengketa
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Tidak Lengkap
petugas memberikan
surat pemberitahuan
paling lambat 3 hari kerja
sejak diterimanya
permohonan
kepada pemohon J

PANITERA *
¢

Panitera menetapkan
Panitera pengganti

Menyampaikan Formulir
permohonan dan
dokumen yang telah
diregistrasi ke ketua
Komisi Informasi

Pemohon Mengirimkan bukti registrasi
melengkapi paling lambat kepada Pemohon paling
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Panitia pengganti
menyampaikan surat panggilan
kepada para pihak secara

surat pemberitahuan

N

J diregister
langsung atau melalui surat
tercatat, sudah harus
- \ Ketua komisi informasi menetapkan diterima paling lambat
' Dalam waktu ' Majelis Komisioner dan 3 hari sebelum hari pertama
Mediator/Mediator Pembantu Ajudikasi dan Mediasi

7 hari kerja tidak
mf';e"?_':ap' dok““"'he" jellis KOMISIONER
Identitas yang sa | engg idang Ajudikasi

\ I
’ Jika alasan sengketanya adalah

Pada hari pertama sidang karena berdasarkan
Ajudikasi, Majelis Komisioner
mewajibkan para pihak untuk

Pasal 35 ayat(1) hurufa UUD KIP,
menempuh mediasi terlebih

Majelis Komisioner langsung
memeriksa pokok sengketa
dahulu, jika alasan sengketanya tanpa melalui mediasi
karena sebagaimana dimaksud
dalam pasal 35 ayat(1) huruf b
sampai dengan huruf g UU KIP
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Melanjutkan AJUDIKASI

PUTUSKAN
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Berhasil
Kedua belah pihak
menyepakati
hasil mediasi




	Page 1
	Page 2

